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Ringkasan

Artikel opini Miftah Thoha, guru besar ilmu administrasi publik, di harian
Kompas, dengan ilustrasi karya Didie SW, yang ditulis ketika presiden
terpilih Joko Widodo menyusun kabinet. Penulis menelusuri sejarah
pengisian jabatan menteri di Indonesia: zaman Bung Karno dan Bung Hatta
ketika menteri dipilih karena keahlian dan kenegarawanan, termasuk tokoh
nonpartai seperti Djuanda, Sultan Hamengku Buwono IX, Bahder Djohan,
dan Moh Yamin dalam zaken kabinet; masa demokrasi liberal ketika partai
politik amat menentukan; Demokrasi Terpimpin yang mulai mengundang
tentara ke pemerintahan; hingga Orde Baru yang membuat reputasi partai
amat tercela dan menyerahkan kursi menteri kepada Golongan Karya,
tentara, dan teknokrat. la membandingkan praktik di Jerman, Amerika
Serikat, Jepang, Inggris, dan Australia, lalu menegaskan bahwa dalam sistem
presidensial pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden yang
harus didasarkan pada kompetensi, keahlian, dan akhlak, dan bahwa menteri
yang berasal dari partai wajib mengakhiri kepemimpinannya di partai karena

bekerja untuk negara, bukan untuk partainya.
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enteri merupakan ja-
M batan yang sering diim-

pikan banyak orang,
Lebih-lebih zaman sekarang ke-
tika banyak partai dibentuk. Me.-
!alui partai politik, apalagi men-
Jadi ketua partai, orang akan
berpikir "siapa tahu bisa menjadi
menteri nanti”. Maka, ramai-ra-
mai orang membentuk partai
politik.

Tak hanya menteri ingin digapai,
kalau mungkin pmidg;xagkanl?an. B‘geipar—
kah jabatan menteri bisa dicapai melalui
parpol?

Zaman Bung Karno dan Bung Hatta
duly, orang bisa jadi menteri karena selain
profesional, berilmu, juga berpartai politik.
Kadang-kadang ada juga orang yang tak
berpartai politik tetapi berilmu luas. Keti-
ka Bung Hatta meninggalkan Bung Karno,
maka—pada zaman Bung Karno sendirian

ini—yang bisa jadi menteri ada yang dari

tentara. Tampaknya Bung Hatta punya

pandangan bahwa yang bisa jadi menteri
adalah orang berpartai politik tetapi ber-
ilmu luas, ahli di bidangnya. Jadi, bukan
amatiran: asal jadi ketua partai lalu men-
calonkan diri jadi calon menteri bahkan
calon presiden. Atau, dengan mengikuti
keinginan UUD 1945 (asli), seorang men-
teri haruslah mengetahui seluk-beluk pe-
kerjaan kementerian yang dipimpinnya.
Menteri zaman demokrasi liberal
Landasan berilmu bagi pemimpin atau
orang parpol amat penting karena mereka
bisa dimungkinkan jadi pemimpin rakyat
dan negara, baik sebagai menteri apalagi
presiden. Berilmu berarti punya keda-
laman pengetahuan dan keahlian menge-
nai bidang pekerjaan yang bakal dilaksana-
kan dalam kementerian yang dipimpin-
nya. Itu sebabnya, ketika Bung Hatta ma-
sih memperkuat dwitunggal, hasil maklu-
mat yang ia keluarkan sebagai wakil pre-
siden dan perdana menteri dikenal istilah
zakenkabinet. Pada kabinet zaken ini setiap
kementerian negara dipimpin menteri
yang ahli dan tahu seluk-beluk bidang
kementerian pimpinannya dan menonjol
sifat kenegarawanannya.

Oleh karena mementingkan keahlian
dan kenegarawanan ini, adakalanya orang
yang ahli tetapi tak masuk parpol tertentu
bisa diminta duduk dalam kabinet dan
memimpin kementerian negara. Orang tak
berpartai tetapi ahli dan berilmu luas serta

\da, Sultan Hamengku Buwono IX, Bah-

ang kali diminta menjadi menteri.
ika pemerintahan dikelola secara

Ig amat besar saat itu, Karena itu, di
pemerintahan eksekutif ataupun
atif, orang-orang sipil dari parpol ini
jprah sangat menentukan. Semua
eri orang sipil yang berasal dari par-
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tana. Parpol yang jumlahnya hanya dua
gelintir i
dip
mang glamor anggaran melimpah.
penguasa, ada menteri yang berasal dari
parpol. Setelah itu tak ada harapan bagi
parpol yang dua itu ikut di dalamnya. Dua
Djohan, dan Moh Yamin. Mereka parpol se
berada di pinggiran, tak bisa bermain
apa-apa kecuali menunggu kucuran ang-
garan sebagai belas kasihan penguasa un-

pemilihan umum tiba. Maka, semua anak
bangsa ini cita

Oleh MIFTAH THOHA

pol. Sebenarnya kalau saat itu prinsi
gs!“o_]m‘s‘ dijalankan secara baik lmzpcrg
talingl:)a“ Bung Hattardan Bung Karno
eburu nafsu tampil berkuasa setta.
membungkam beda pendapat dan paham
dengannya, barangkali pelajaran peme-
rintahan  demokratis yang sipilian bisa
diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sayang, Bung Karno berselisih paham

dengan Bung Hatta dan kemudian Bung
Karno menangkapi lawan-lawan politik-
nya yang berbeda paham dengannya. Ma-
ka,_ Jalannya demokrasi kita telah me-
nyimpang jauh dari ajaran demokrasi dan
masyarakat sipil. Bung Hatta dengan ke-

Jiwa rela meninggalkan pemerin-
tahan dari suatu negara yang dicintainya
dan hubungan pribadinya dengan Bung
Karno tak pernah berubah sampai ia ber-
pulang.

Mulailah Bung Karno mengundang
tentara bisa bersamanya memimpin pe-
merintahan dan negara. Pemerintahan
Bung Karno semakin otoriter, lawan-la-
wan politiknya dipenjarakan, dan tentara
jadi alat kekuasaan yang menakutkan rak-
yat sipil. Cara-cara Bung Karno meme-
rintah ini kelak ditiru pemerintahan Orde
Baru yang penuh dengan rekayasa politik.
Mulailah tentara memimpin kementerian,
punya hak istimewa tanpa dipilih, punya
jatah wakil di DPR dan MPR. Tak hanya di
pemerintahan pusat tentara ikut meme-
rintah, tetapi sampai ke tingkat peme-
rintahan daerah di bawah sekalipun.

Orang-orang sipil dari parpol pelan-pe-
lan mulai terpinggirkan. Tokoh-tokohnya
banyak yang masuk penjara, tak sempat
lagi mendidik kader dan mewariskan ta-
tanan sistem demokrasi yang sipilian. Per-
bedaan pendapat, ideologi, dan politik
mulai dijadikan pemisah yang dalam di
antara kita. Parpol reputasinya mulai me-
nurun dan dijauhi rakyat. Lebih parah lagi,

pada pemerintahan Orde Baru, reputasi
parpol dibuat amat tercela. Situasi seperti
ini tak‘menguntungkan bagi lahirnya pe-
merintahan sipil yang kelak dikenal de-
ngan istilah pemerintahan madani.
Zaman Orde Baru ini zaman malaise
bagi parpol. Pada zaman ini jabatan men-
teri dicapai melalui tentara golongan po-
litik yang tidak mau disebut parpol meski
bermain politik. Salah satunya bisa melalui
konglomerat dan orang-orang dekat is-

merintahan dan jadi menteri atau pre-
siden. Kalau tidak jadi tentara, ya, jadi

pengusaha yang bisa dekat-dekat istana
agar bisa menjadi menteri,

Amat tercela

Pada zaman Orde Baru reputasi parpol
dibuat amat tercela. Dengan parpol, rakyat
terpecah belah jadi keping-keping anak
bangsa yang membahayakan persatuan,
Dengan parpol, bangsa ini tak sempat
membenahi diri membangun negara.
yat tidak sempat diratakan dan (1
keadilan tak pernah diwujudkan.
Pendeknya, parpol tak berjasa bagi bang-
sa ini. Tamatlah riwayat parpol saat itu.
Peran mereka diganti dengan kerja ke-
ras berslogan kekaryaan. Pembangun-
an negara dan bangsa ini bisa di-
lakukan dengan karya yang besar me=
lalui Golongan Karya. Tampillah ke-
lompok bukan parpol tetapi ikut ber-
main politik dengan menggelar pemilu
lima tahun sekali dan rekayasa untuk
selalu menang.

Maka, setiap lima tahun, yang bisa jadi
menteri bukan lagi dari parpol, melainkan
dari golongan kekaryaan. Mereka yang
tergolong mengutamakan kekaryaan itu
profesional, berilmu luas, ahli, zaken, dan
tahu seluk-beluk pekerjaan kementerian-
nya. Mereka dikenal sebagai teknokrat.

Di negara demokrasi yang telah maju
seperti Jerman, AS, Jepang, dan Australia,
yang bisa diangkat jadi menteri terindikasi
jadi anggota, fungsionaris, pendukung, ka-
der, dan simpatisan parpol. Maka, parpol
merupakan kendaraan tumpangan orang
yang mau bepergian menuju kabinet atau
pejabat politik seperti menteri, gubernur,
ataupun wali kota. Mereka yang dari par-
pol itu ternyata kompetensi individualnya
dalam bidang tertentu amat menakjub-
kan. Orang dari parpol yang kompeten dan
berilmu luas memang layak jadi menteri
atau presiden atau perdana menteri.

Di Inggris, menteri adalah anggota ka-
binet dan semua menteri itu harus ang-
gota parlemen. Jika ada seseorang yang
diperlukan menduduki jabatan menteri
bukan anggota parlemen, dia harus di- -
setujui atau memenangi suara ketika di-
pilih anggota parlemen. Jadi, seorang
menteri dalam kabinet di Kerajaan Inggris
harus dari parpol. Ia harus pula berbobot,
kompeten, dan berkualitas memahami
fungsi serta tugas departemen yang bakal
ia pimpin. Demikian pula yang terjadi di
Australia.

Jerman dengan tegas mengatakan bah-
wa negaranya yang demokratis dan ber-
dasarkan hukum tak bisa berjalxlm tanpa
parpol. Parpol melalui pemilihan langsung
memilih wakilnya di lembaga perwalulaq
dan memilih kepala negaranya. Menteri
diangkat berasal dari wakil parpol yang
berkoalisi membentuk pemerintahan. De-
ngan sendirinya, karena tingkat kemajuan
pendidikan di negaranya, maka selain dari
parpol, kompetensi individu calon mentert
amat menentukan.
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tak punya harapan kapan bisa
sebagai menteri yang bergeli-

pada mulanya memang atas kebaikan

pemerintahan Orde Baru

tuk biaya menjalankan partai. Biaya belas
kasihan itu ditambah kalau waktu

ya ingin jadi tentara
supaya‘Pisg masuk lapangan kerja di pe-
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